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N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG VAHA ESA.

WALIKOTA PRABUMULIH.

Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturarPresiden Nomor 33 Tahun 2020 tenteng Standar HargSatuan Regionsl, Kepala Daerah menetapkan Peraturar
Kepala Daerah tentang standar perjalanan dinas cialam darJuar negeri berpedoman pada standar harga satuan regionadengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas
kepatutan, dan kewajaran:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucdalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Waliko:a tentangPerubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahur2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standardisas:
Perjalanan Dinas Bagi Pejatat Daerah, Aparatur Sipil Negara.Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di LingkunganPemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang PembentukanKota Prabumulih (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286):

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
14438),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebegairrana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahur 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5679):
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahur. 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2014 Nomor 2020, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2014 Nomor 5601):5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembarar. Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Ncmor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5322),6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 202) tentang StandarHarga Satuan Remonal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 57):
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2C20 Nomor 1781),8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 9761:
9. Peraturan Daerak Kcta Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Prabumulis Tahun 2012 Nomor 3):10 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaPrabumulih (Lembaran Daerah Kora Praburnulih Tahun 2016Nomor 9), sebagaimana telah diuhah dengan PeraturanDaerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota PrabumulihTahun 2020 Nomor 21:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARDISASI PERJALANANDINAS BAGI PEJABAT LAERAkE, APARATUR SIPIL NEGARA,PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGANPEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasa. !

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standardisasi PerjalananDinas bagi Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai TidakTetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah KotaPrabumulih Tahun Anggaran 2021. (Berite Daerah KotaPrabumulih Tahun 2021 Nomor 2) ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf g Pasal 8 ciubah dan ditambah huruf isehingga pasal S8 Lerbun, sebagai besikul



Bb mn Alasan Hans dalam negeri adalahseruan biaya untuk pembelian ket pesawat udara pergi pulang(PP) dari bandara Kota Palembang ke bandara Kota tujuan atausebaliknya. Besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinasdalam negeri sesuai dengan lampiran IV Peraturan Walikota ini.Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapatdilaksanakan melebih: besaran standar biaya tiket pesawatperislanan dinas dalam negeri dalam lampiran IV, sepanjangdidukung dengan buksi pengeluaran riil (pembiayaan secara atcost). Perjalanan dinas dalam negeri yang menggunakan pesawatudara diatur sebagai berikui::
a. Kelas Bisnis :

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Pimpinan DPRD
4, Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota

b. Kelas Ekonomi :

Sekretaris Daerah dan Asisten I, Il dan III.Anggota DPRD.
Kepala Dinas, Badan, Sekwan, Inspektorat, Bagian,Direktur Perusahaan.
Semua Pejabat Eselon III
Semua Pejabat Eselon IV.
Pihak Lainnya yang termasuk delam Peraturan Walikota inidengan persetujuan Walikota/ Wakil Wali

c. Perjalanan Dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi3 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk transit).
cd. Xhusus Pegawai / Pegawai Tilak Tetap/Pikak Lainnyadapat menggunakan pesawat udara bila :L. bertugas mendampingi pejabat tersebut pada huruf a dan bditugaskan secara khusus/ kurir dengan mendapatkanpersetujuan Walikota/ Wakil Walikota atau PerangkatDaerah yang bersangkutan.2. mengikuti Diklat/ Pelatihan.

S5. berkenaan / sesuai dengan tupoksi bersangkutan,disertai dengan surat keterangan PA..

e. standar dan biaya perjalanan d:nas dalam bentuk angkutandarat ke kota-kota diluar Provinsi disesuaikan dengan tarifyang berlaku dan dibayarkan secara riil.
f. untuk biaya BBM, karcis tol dan biaya penyeberenganPelabuhan perjalanan diras menggunakan kendaraan Jinasd bayarkan secara riil fa: cost) dengan melampirkan buktipengeluaran rul yang resmi dan sah yang dikeluarkan olehinstansi resmi.

g. “untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, karcis tol dan biayapenyeberangan Pelabuhan dapat dirembes apasila ada buktipengeluaran riil yang resmi dan sah.



biaya tes PCR/repid antigen/swab dalam rangkamelaksanakan perjalanan dinas dibayarkan secara riil(pembiayaan secara ul cosi).

penggantian BBM ker.daraan diberikan sesuai jarak tempuhdan dibayarkan serara lumpsum.

d.

2. Ketentuan BBM kendaraan Pimpinan den Anggota DPRDtercantum dalam Lampiran XIV Peraruran Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku peda tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatanrya dalam BeritaDaerah Kota Prabumul:h.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 20 Nopember 2021
WALIKOTA PRABUMULIH,

Drundangkan di Prabumulih
pada tanggal 39 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
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Lampiran XIV Peraturan Walikota Prabumulih
Nomor : kn Talun 2021
Tentang Perubanan kedua atas Peraturar
Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun
2021 tentang Petunjuk Pelassanaan dar.
Standardisasi Perjalanan Dinas bag
Pejabat Daerah, ASN, Pegawai dak
Tep dan Pihak Lainnya di Lingkungan
Pererintah Kota Prabumulih Tahun
Anggaran 2021

SATUAN TERTINGGI PENGGANTIAN BIAYA BBM KENDARAAN DINAS PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAKPN
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Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 30 Nopember 2021
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1. Untuk Daerah Tujuan diluar tabel diatas disesuaikan dengan perhitungan arak
Tempuh (KMI

,2. Untuk Kendaraan Mesin Diesel Non Bus dibenkan sebesa: Rp.12.000/ liter 'Gkm »

3. Untuk Kendaraan Mesin Non Diesel Non Bus diberikan se yesar
Rp.11.000/ liter /Skm

. Untuk Kendaraan Mesin Diesel BUS diberikan sebesar Rp 12.000 /liter/ka A. Untuk Kendaraan Mesin Non Diesel Bus diberikan sebesar Rp. 1:.000 liter, 3km 8
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